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Komisi Pemberantasan Korupsi

PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Maret 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTAHANAN
UNIT KERJA : PIMPINAN TERTINGGI
I. DATA PRIBADI
1. Nama : PRABOWO SUBIANTO
2. Jabatan : MENTERI
3. NHK : 29770
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 275.320.450.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 841 m2/580 m2 di KAB / KOTA KOTA
JAKARTA SELATAN , HIBAH TANPA AKTA Rp. 32.666.905.000

2. Tanah Seluas 48970 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI
Rp. 9.794.000.000

3. Tanah Seluas 8905 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI
Rp. 5.467.670.000

4. Tanah dan Bangunan Seluas 8365 m2/2175 m2 di KAB / KOTA
KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 158.491.875.000

5. Bangunan Seluas 760 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI
Rp. 5.000.000.000

6. Tanah Seluas 2100 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI
Rp. 45.000.000.000

7. Tanah dan Bangunan Seluas 1 m2/180000 m2 di KAB / KOTA
BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000.000

8. Tanah dan Bangunan Seluas 1 m2/61 m2 di KAB / KOTA BOGOR,
HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
9. Tanah dan Bangunan Seluas 10000 m2/800 m2 di KAB / KOTA
BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000.000
10. Bangunan Seluas 500 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI
Rp. 500.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 1.258.500.000
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1. MOBIL, TOYOTA ALPHARD MINIBUS Tahun 2005, HASIL
SENDIRI Rp. 400.000.000

2. MOBIL, HONDA CR-V JEEP Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp.
130.000.000

3. MOBIL, LAND ROVER JEEP Tahun 1994, HASIL SENDIRI Rp.
50.000.000

4. MOBIL, TOYOTA LAND CRUISER JEEP Tahun 1980, HASIL
SENDIRI Rp. 50.000.000

5. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO JEEP Tahun 2000, HASIL SENDIRI
Rp. 175.000.000

6. MOTOR, SUZUKI SEPEDA MOTOR Tahun 2002, HASIL SENDIRI
Rp. 3.500.000

7. MOBIL, TOYOTA LEXUS JEEP Tahun 2002, HASIL SENDIRI Rp.
400.000.000

8. MOBIL, LAND ROVER JEEP Tahun 1992, HASIL SENDIRI Rp.

50.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 16.359.023.500
D. SURAT BERHARGA Rp. 1.701.879.000.000
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 2.522.545.835
F. HARTA LAINNYA Rp. 43.139.203.425
Sub Total Rp. 2.040.478.722.760
. HUTANG Rp. 8.000.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 2.032.478.722.760
Catatan:

1

.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari

elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Maret 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTAHANAN
UNIT KERJA : WAKIL PIMPINAN TERTINGGI
I. DATA PRIBADI
1. Nama : MUHAMAD HERINDRA
2. Jabatan : WAKIL MENTERI PERTAHANAN
3. NHK : 423384
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 10.721.315.772

1. Tanah Seluas 330 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN ,
HASIL SENDIRI Rp. 3.395.706.550
2. Tanah dan Bangunan Seluas 400 m2/350 m2 di KAB / KOTA KOTA
JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 4.923.497.972
3. Tanah dan Bangunan Seluas 189 m2/110 m2 di KAB / KOTA KOTA
JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 2.402.111.250
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 600.000.000
1. MOBIL, TOYOYA ALPHARD SC 25L AT Tahun 2015, HASIL
SENDIRI Rp. 600.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 320.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. -—ar

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 4.435.868.583

F. HARTA LAINNYA Rp. 905.474.321

Sub Total Rp. 16.982.658.676

. HUTANG Rp. -

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 16.982.658.676
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
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Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Maret 2021/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTAHANAN
UNIT KERJA : SEKRETARIAT JENDERAL
I. DATA PRIBADI
1. Nama : DONNY ERMAWAN T.
2. Jabatan : SEKRETARIS JENDERAL
3. NHK : 252042
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 5.582.662.500

1. Tanah Seluas 2240 m2 di KAB / KOTA PURBALINGGA, HASIL
SENDIRI Rp. 80.000.000

2. Tanah Seluas 1852 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL
SENDIRI Rp. 50.000.000

3. Tanah Seluas 658 m2 di KAB / KOTA PURBALINGGA, HASIL
SENDIRI Rp. 25.000.000

4. Tanah Seluas 202 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI
Rp. 600.000.000

5. Tanah Seluas 833 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI
Rp. 30.000.000

6. Tanah Seluas 1369 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI
Rp. 35.000.000

7. Tanah Seluas 1885 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI
Rp. 35.000.000

8. Tanah Seluas 2720 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI
Rp. 50.000.000

9. Tanah Seluas 2720 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI
Rp. 45.000.000

10. Tanah Seluas 7191 m2 di KAB / KOTA MAGETAN, HASIL SENDIRI
Rp. 450.000.000

11. Tanah Seluas 395 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI
Rp. 2.728.000.000

12. Tanah dan Bangunan Seluas 617 m2/187 m2 di KAB / KOTA
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SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.454.662.500
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 110.000.000
1. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA MINIBUS Tahun 2009, HASIL
SENDIRI Rp. 110.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 880.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. 686.968.000

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 2.273.989.185

F. HARTA LAINNYA Rp. -=an

Sub Total Rp. 9.533.619.685

. HUTANG Rp. -—--

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-11T) Rp. 9.533.619.685
Catatan:

1

.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari

elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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2021

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTAHANAN
UNIT KERJA : INSPEKTORAT JENDERAL
I. DATA PRIBADI
1. Nama . IDA BAGUS PURWALAKSANA
2. Jabatan : INSPEKTUR JENDERAL
3. NHK : 261514
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp.

PENGUMUMAN

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Maret 2022/Periodik - 2021)

1. Tanah Seluas 1975 m2 di KAB / KOTA CIANJUR, HIBAH DENGAN
AKTA Rp. 79.000.000

2. Tanah Seluas 3115 m2 di KAB / KOTA CIANJUR, HIBAH DENGAN
AKTA Rp. 124.600.000

3. Tanah Seluas 3615 m2 di KAB / KOTA CIANJUR, HIBAH TANPA
AKTA Rp. 126.525.000

4. Tanah Seluas 4687 m2 di KAB / KOTA CIANJUR, HIBAH DENGAN
AKTA Rp. 187.480.000

5. Tanah Seluas 7600 m2 di KAB / KOTA CIANJUR, LAINNYA Rp.
266.000.000

6. Tanah Seluas 1197 m2 di KAB / KOTA CIANJUR, LAINNYA Rp.
47.880.000

7. Tanah dan Bangunan Seluas 625 m2/240 m2 di KAB / KOTA KOTA
JAKARTA TIMUR , HIBAH DENGAN AKTA Rp. 3.750.000.000

8. Tanah Seluas 50000 m2 di KAB / KOTA SUKABUMI, HASIL
SENDIRI Rp. 1.500.000.000

ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp.

1. MOBIL, YARISS MINIBUS Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.

180.000.000
HARTA BERGERAK LAINNYA Rp.
SURAT BERHARGA Rp.

KAS DAN SETARA KAS Rp.

6.081.485.000

180.000.000

6.319.109.268
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F. HARTA LAINNYA Rp.

Sub Total Rp. 12.580.594.268

I1l. HUTANG Rp.

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 12.580.594.268
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



